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Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Emas 

Batangan Berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 pada PT 

Pegadaian 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi emas batangan berdasarkan PMK Nomor 

51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian. Penelitian 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi 

kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi 

kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian telah 

melaksanakan pemungutan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

PMK Nomor 51 Tahun 2025 menetapkan PT Pegadaian sebagai Lembaga Jasa 

Keuangan (LJK) Bullion yang melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,25% 

atas pembelian emas batangan, sedangkan PMK Nomor 52 Tahun 2025 

memberikan pengecualian pemungutan kepada LJK Bullion sehingga 

menghilangkan potensi saling pungut dengan supplier emas. Pelaksanaan 

pemungutan didukung oleh pengendalian intern dan sistem informasi perpajakan, 

meskipun masih terdapat kendala berupa proses penginputan data yang dilakukan 

secara manual. Dengan demikian, penerapan kedua peraturan tersebut memberikan 

kepastian hukum serta menyederhanakan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 

pada kegiatan usaha bullion di PT Pegadaian. 

 

Kata Kunci: PPh Pasal 22, emas batangan, LJK Bullion, PMK Nomor 51 Tahun 

2025, PMK Nomor 52 Tahun 2025.  
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Applied Finance and Banking 

 

Implementation of Article 22 Income Tax Collection on Gold Bullion 

Transactions under Minister of Finance Regulations Number 51 and Number 52 

of 2025 at PT Pegadaian 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the implementation of Article 22 Income Tax collection 

on gold bullion transactions based on Minister of Finance Regulation (PMK) 

Number 51 of 2025 and PMK Number 52 of 2025 at PT Pegadaian. The study 

employed a qualitative method with a descriptive approach and a case study design. 

Data were collected through interviews, observations, documentation, and 

literature review. The results indicate that PT Pegadaian has implemented Article 

22 Income Tax collection in accordance with the applicable regulations. PMK 

Number 51 of 2025 designates PT Pegadaian as a Bullion Financial Services 

Institution responsible for collecting Article 22 Income Tax at a rate of 0.25% on 

gold bullion purchases, while PMK Number 52 of 2025 provides an exemption for 

Bullion Financial Services Institutions, thereby eliminating the potential for double 

collection between the institution and gold suppliers. The implementation of the 

collection process is supported by internal controls and tax information systems, 

although challenges remain due to the manual transaction data input process. 

Therefore, the implementation of these regulations provides greater legal certainty 

and simplifies the Article 22 Income Tax collection mechanism in bullion business 

activities at PT Pegadaian. 

 

Keywords: Article 22 Income Tax, Gold Bullion, Bullion Financial Services 

Institution, PMK Number 51 of 2025, PMK Number 52 of 2025  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Penerimaan pajak masih menjadi sumber pendapatan utama yang digunakan 

pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan penyelenggaraan negara dan 

pembangunan. Dana yang berasal dari sektor perpajakan dimanfaatkan untuk 

mendukung pelayanan publik serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Halim et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, pemungutan 

pajak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan bersifat memaksa tanpa adanya imbalan yang diterima secara langsung 

oleh wajib pajak (Faruq et al., 2024). Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan 

negara, pajak juga digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga 

stabilitas perekonomian dan mendukung pemerataan pendapatan masyarakat 

(Faruq et al., 2024). Oleh sebab itu, penerimaan dari sektor perpajakan tetap 

menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian pemerintah, termasuk pada 

sektor perdagangan emas yang memiliki potensi ekonomi cukup besar (Pusparini 

& Budiarsih, 2024). 

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi sumber 

penerimaan negara. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam suatu periode 

tertentu. Penghasilan tersebut menunjukkan adanya tambahan kemampuan 

ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun 

menambah kekayaan wajib pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, Pajak 

Penghasilan menjadi instrumen penting karena mencakup berbagai jenis 

penghasilan yang diperoleh wajib pajak serta diatur secara komprehensif dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Resmi, 2019). Selain itu, Pajak 

Penghasilan juga berperan dalam mendukung penerimaan negara serta menjadi 

salah satu alat untuk menciptakan keadilan dalam distribusi beban pajak di 

masyarakat (Halim et al., 2025). Dalam implementasinya, Pajak Penghasilan terdiri 

atas beberapa jenis pemungutan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 

yang dikenakan atas kegiatan tertentu, termasuk transaksi perdagangan barang 
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seperti emas batangan, sehingga memiliki peran penting dalam mengamankan 

penerimaan negara dari sektor tersebut (Pusparini & Budiarsih, 2024). 

Dalam sistem Pajak Penghasilan di Indonesia, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 

Pasal 22) termasuk salah satu bentuk pemungutan Pajak Penghasilan yang 

diterapkan atas transaksi tertentu. Pajak ini dipungut oleh pihak tertentu, seperti 

bendahara pemerintah maupun badan usaha tertentu, atas transaksi yang 

berhubungan dengan perdagangan barang, kegiatan impor, maupun pengadaan 

barang oleh instansi pemerintah. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan pada saat 

transaksi terjadi sebagai pembayaran pajak di muka sehingga dapat mempercepat 

penerimaan negara serta memperluas basis pajak (Siagian & Dinata, 2025). Dalam 

perkembangannya, PPh Pasal 22 juga diterapkan pada sektor perdagangan emas, 

khususnya dalam kegiatan usaha bullion, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam 

mengoptimalkan penerimaan pajak dari transaksi komoditas bernilai tinggi. 

Seiring dengan perkembangan sektor keuangan di Indonesia, muncul konsep 

bank emas atau kegiatan usaha bullion sebagai bagian dari inovasi layanan 

keuangan berbasis emas. Bank emas merupakan lembaga yang mengelola berbagai 

aktivitas terkait emas, seperti penyimpanan, perdagangan, dan pembiayaan emas 

dalam suatu sistem yang terintegrasi. Di Indonesia, kegiatan usaha bullion dikelola 

oleh lembaga jasa keuangan seperti PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, 

dengan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 

(Manurung, 2025). 

Sebagai salah satu pelaku utama dalam kegiatan tersebut, PT Pegadaian 

memiliki peran strategis dalam pengembangan layanan bullion di Indonesia. PT 

Pegadaian dinilai memiliki potensi besar dalam menjalankan kegiatan usaha bullion 

karena didukung oleh jaringan yang luas, pengalaman dalam bisnis emas, serta 

kepercayaan masyarakat yang tinggi, sehingga mampu mengelola aktivitas 

perdagangan, penyimpanan, dan pembiayaan emas secara terintegrasi (Badar & 

Mandala, 2025). 

Seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi emas batangan di Indonesia, 

pemerintah terus melakukan pembaruan kebijakan perpajakan guna 

mengoptimalkan penerimaan negara serta memberikan kepastian hukum bagi wajib 

pajak. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan 
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Menteri Keuangan Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 yang secara khusus 

mengatur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan 

dalam kegiatan usaha bullion. 

Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak 

serta menghindari potensi pungutan berganda yang dapat menimbulkan 

ketidakefisienan dalam administrasi perpajakan (Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia, 2025). Selain itu, pemerintah menetapkan mekanisme pemungutan yang 

lebih terstruktur melalui penunjukan pihak tertentu sebagai pemungut pajak, yang 

diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta 

transparansi pada transaksi emas batangan (Hartanto, 2026). Dengan demikian, 

kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung peningkatan penerimaan 

negara, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana serta lebih 

mudah diterapkan oleh wajib pajak. 

Meskipun pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 

2025 sebagai upaya penyederhanaan dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak 

atas transaksi emas batangan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai 

permasalahan yang berpotensi menghambat optimalisasi kebijakan tersebut. 

Karakteristik emas sebagai komoditas bernilai tinggi dan mudah diperdagangkan 

menjadikan transaksi emas memiliki risiko tidak tercatat secara optimal dalam 

sistem perpajakan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak. 

Selain itu, transaksi emas yang sering dilakukan secara tunai dan di luar lembaga 

keuangan formal juga membuka peluang terjadinya penghindaran pajak serta 

memperluas ruang bagi aktivitas ekonomi informal (Tamburaka et al., 2024).  

Di sisi lain, pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perpajakan terbaru, 

khususnya terkait mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas emas batangan, masih 

belum merata, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan 

maupun pelaporan pajak (Hartanto, 2026). Lebih lanjut, karakteristik khusus 

transaksi emas serta perubahan kebijakan perpajakan yang terus berkembang juga 

menuntut adanya penyesuaian dari pelaku usaha, yang dalam beberapa kasus belum 

sepenuhnya diikuti secara optimal (Pusparini & Budiarsih, 2024). Kondisi tersebut 

menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang diharapkan dengan 
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realitas di lapangan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terkait implementasi 

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan. 

Dalam konteks implementasi kebijakan tersebut, lembaga jasa keuangan yang 

menjalankan kegiatan usaha bullion memiliki peran penting sebagai pihak yang 

terlibat langsung dalam penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam 

transaksi emas batangan. Salah satu lembaga yang berperan dalam kegiatan tersebut 

adalah PT Pegadaian yang menyediakan layanan terkait transaksi emas, seperti 

pembelian, penjualan, maupun investasi emas batangan. Sebagai entitas yang 

terlibat dalam aktivitas perdagangan emas, PT Pegadaian berkewajiban 

menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk 

yang mencakup kegiatan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 22. Kondisi tersebut sesuai dengan fungsi lembaga jasa keuangan 

yang menyelenggarakan kegiatan usaha bullion yang kegiatan usahanya meliputi 

perdagangan dan pengelolaan emas (Manurung, 2025). Oleh karena itu, 

implementasi kebijakan perpajakan atas transaksi emas batangan pada PT 

Pegadaian menjadi hal yang penting untuk dikaji, terutama dalam menilai 

kesesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan praktik di lapangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun kebijakan 

penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi emas batangan 

telah disederhanakan melalui PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025, dalam 

praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Adanya 

perbedaan antara ketentuan yang berlaku dan praktik di lapangan menunjukkan 

adanya kesenjangan yang perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya terkait efektivitas 

pemungutan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sektor perdagangan 

emas (Hartanto, 2026). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk 

mengkaji kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan pelaksanaan yang 

berlangsung di lapangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, 

penelitian ini disusun dengan judul “Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan 

Pasal 22 atas Transaksi Emas Batangan Berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 

52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian”. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 

2023 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024, mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan 

Pasal 22 atas transaksi emas batangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga 

berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, 

kondisi tersebut memunculkan fenomena saling pungut antara pelaku usaha emas 

dan lembaga jasa keuangan bullion yang dapat menyebabkan beban pajak berganda 

serta ketidakefisienan dalam kegiatan usaha (Siagian & Dinata, 2025). Selain itu, 

kompleksitas aturan serta variasi tarif juga menyulitkan wajib pajak dalam 

memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat. 

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan 

PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025 dengan menyederhanakan mekanisme 

pemungutan melalui penunjukan lembaga jasa keuangan bullion sebagai pemungut 

tunggal dengan tarif sebesar 0,25%, serta pengaturan ketentuan pengecualian 

tertentu untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi 

perpajakan (Sirait, 2025). Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi 

pungutan berganda serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak pada sektor 

perdagangan emas. 

Namun demikian, perubahan kebijakan tersebut belum tentu sepenuhnya dapat 

diimplementasikan secara optimal di lapangan. Karakteristik transaksi emas yang 

bernilai tinggi dan mudah diperdagangkan berpotensi menimbulkan 

ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan dengan praktik yang terjadi, terutama 

apabila transaksi tidak tercatat secara optimal dalam sistem perpajakan (Tamburaka 

et al., 2024). Selain itu, pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perpajakan 

terbaru serta perbedaan interpretasi terhadap mekanisme pemungutan dan 

pengecualian pajak juga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan 

tersebut (Hartanto, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat 

kesenjangan antara tujuan kebijakan yang diharapkan dengan realitas di lapangan. 

Meskipun telah dilakukan penyederhanaan kebijakan melalui PMK Nomor 51 

dan Nomor 52 Tahun 2025, belum terdapat kajian yang secara spesifik mengkaji 

implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan 

pada lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usaha bullion. Oleh karena 
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itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut 

pada PT Pegadaian serta menilai kesesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan 

praktik di lapangan. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan yang akan dijawab melalui 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas 

transaksi emas batangan berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 

2025 pada PT Pegadaian? 

2. Apakah pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi 

emas batangan pada PT Pegadaian telah sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan berdasarkan PMK Nomor 

51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 pada PT Pegadaian? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas 

transaksi emas batangan berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 

2025 pada PT Pegadaian. 

2. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 

atas transaksi emas batangan pada PT Pegadaian dengan ketentuan yang diatur 

dalam PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025. 

3. Menjelaskan kendala dan dampak penerapan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan 

PMK Nomor 52 Tahun 2025 dalam implementasi pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan pada PT Pegadaian. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan wawasan di bidang 

akuntansi, khususnya perpajakan yang berkaitan dengan implementasi 

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi emas batangan 

berdasarkan PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

membahas mekanisme pemungutan pajak serta kesesuaian penerapan peraturan 

perpajakan pada sektor perdagangan emas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa, khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, mengenai 

penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas 

batangan dalam praktik di lingkungan perusahaan. Penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai bahan rujukan untuk mempelajari penerapan peraturan 

perpajakan terbaru, khususnya terkait kegiatan usaha bullion. 

b. Bagi Politeknik Negeri Jakarta 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi referensi akademik di 

lingkungan Politeknik Negeri Jakarta, khususnya dalam bidang perpajakan. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung pengayaan materi 

pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 

pada transaksi emas batangan. 

c. Bagi Perusahaan (PT Pegadaian) 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi bagi PT Pegadaian untuk menilai kesesuaian pelaksanaan 

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas batangan 

dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 

2025. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan 

pemahaman, kemampuan analisis, serta pengalaman dalam mengkaji 
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implementasi peraturan perpajakan, khususnya terkait Pajak Penghasilan 

Pasal 22 atas transaksi emas batangan di lingkungan perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan pembahasan penelitian, penyusunan skripsi ini dibagi ke 

dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya penelitian 

terkait implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi emas 

batangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi. Selain itu, bab ini menguraikan permasalahan yang 

melatarbelakangi penelitian, kesenjangan penelitian, serta alasan dilakukannya 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep 

Pajak Penghasilan Pasal 22, kegiatan usaha bullion, ketentuan perpajakan atas 

transaksi emas batangan, serta perubahan regulasi dari PMK Nomor 48 Tahun 2023 

ke PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 2025. Bab ini juga menyajikan penelitian 

terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta penjelasan hubungan antara 

konsep yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, yang mencakup jenis 

penelitian, objek penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Bab ini juga menjelaskan 

pendekatan penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data serta 

pembahasannya mengenai implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 

pada transaksi emas batangan pada PT Pegadaian. Pada bagian ini juga dilakukan 

analisis kesesuaian antara ketentuan dalam PMK Nomor 51 dan Nomor 52 Tahun 

2025 dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam 

pelaksanaannya. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang 

disusun berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan pada bab ini dirumuskan dari 

hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran diberikan sebagai 

masukan bagi perbaikan dalam implementasi kebijakan maupun penelitian 

selanjutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan pemungutan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada transaksi emas batangan di PT Pegadaian 

berdasarkan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025, 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas batangan pada PT 

Pegadaian mengalami perubahan setelah berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 

2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025. PMK Nomor 51 Tahun 2025 

menetapkan PT Pegadaian sebagai LJK Bullion yang melakukan pemungutan 

PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan dengan tarif sebesar 0,25% dari 

harga pembelian tidak termasuk PPN. Sementara itu, PMK Nomor 52 Tahun 

2025 memberikan pengecualian pemungutan kepada LJK Bullion sehingga PT 

Pegadaian tidak lagi dipungut PPh Pasal 22 oleh supplier emas ketika 

melakukan pembelian emas batangan. Perubahan tersebut menghilangkan 

kondisi saling pungut yang sebelumnya terjadi antara PT Pegadaian dan 

supplier emas serta membuat mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 menjadi 

lebih sederhana. 

2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi emas 

batangan pada PT Pegadaian telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025. Kesesuaian 

tersebut terlihat dari penerapan tarif pemungutan sebesar 0,25% atas pembelian 

emas batangan oleh LJK Bullion sesuai PMK Nomor 51 Tahun 2025, penerapan 

Surat Keterangan Bebas (SKB) pada transaksi yang memenuhi persyaratan, 

serta tidak dilakukannya pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT Pegadaian 

sebagai LJK Bullion atas pembelian emas batangan sesuai PMK Nomor 52 

Tahun 2025. Selain itu, pelaksanaan pemungutan didukung oleh pengendalian 

intern melalui pemeriksaan invoice, pengecekan dasar pengenaan pajak (DPP), 

verifikasi jumlah PPh Pasal 22, penggunaan aplikasi PJAP dalam administrasi 

perpajakan, serta pelaksanaan cross-check terhadap data transaksi. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ditemukan praktik transaction 



54 

 

Politeknik Negeri Jakarta 
 

splitting yang bertujuan menghindari pemungutan PPh Pasal 22 dalam transaksi 

emas batangan yang menjadi objek penelitian. 

3. Kendala yang dihadapi PT Pegadaian dalam implementasi pemungutan PPh 

Pasal 22 terletak pada proses penginputan data transaksi bullion yang masih 

menggunakan spreadsheet sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pada 

pengisian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maupun NPWP. Untuk meminimalkan 

risiko tersebut, PT Pegadaian melakukan proses cross-check secara berulang 

sebelum data digunakan dalam proses pemungutan PPh Pasal 22. Di sisi lain, 

penerapan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 

memberikan dampak positif berupa penurunan tarif pemungutan dari 1,5% 

menjadi 0,25% sehingga meningkatkan transaksi emas batangan dan 

memperluas jangkauan supplier emas yang dapat bekerja sama dengan PT 

Pegadaian. Selain itu, PMK Nomor 52 Tahun 2025 juga menghilangkan potensi 

saling pungut antara PT Pegadaian dan supplier emas sehingga mekanisme 

pemungutan PPh Pasal 22 menjadi lebih sederhana. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan pemungutan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada transaksi emas batangan di PT Pegadaian 

berdasarkan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025, penulis 

menyampaikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk PT Pegadaian 

maupun penelitian selanjutnya. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi PT Pegadaian 

Berdasarkan hasil penelitian, proses penginputan transaksi bullion masih 

menggunakan spreadsheet sehingga masih berpotensi menimbulkan kesalahan 

penginputan data, seperti kesalahan DPP maupun NPWP. Oleh karena itu, PT 

Pegadaian disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan spreadsheet melalui 

penerapan rumus, validasi data, maupun fitur otomatisasi lainnya yang dapat 

membantu proses penginputan data transaksi bullion. Dengan otomatisasi 

tersebut, proses penginputan data diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, 

serta dapat meminimalkan risiko kesalahan penginputan data. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini hanya dilakukan pada PT Pegadaian sebagai lembaga jasa 

keuangan penyelenggara kegiatan usaha bullion. Oleh karena itu, peneliti 

selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan mengkaji lembaga jasa 

keuangan bullion lainnya atau melakukan studi perbandingan 

antarpenyelenggara kegiatan usaha bullion yang telah memperoleh izin. Dengan 

demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih luas mengenai penerapan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas 

batangan setelah berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 

Tahun 2025.   
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Hasil Wawancara 

Informan 1 : Arin Satriani – Officer Perpajakan PT Pegadaian 

Informan 2 : Niken Angraini – Officer Perpajakan PT Pegadaian 

1. Bagaimana mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas batangan 

pada PT Pegadaian? 

Niken Angraini: 

“Untuk pembelian emas batangan melalui Pegadaian, mekanismenya bergantung 

pada status pembeli. Apabila pembeli merupakan konsumen akhir, maka tidak 

dikenakan PPh Pasal 22. Namun apabila pembeli bukan konsumen akhir dan tidak 

termasuk pihak yang dikecualikan, maka PPh Pasal 22 dipungut sebesar 0,25% 

dari harga jual emas batangan.” 

2. Bagaimana penerapan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 

2025 dalam transaksi emas batangan di PT Pegadaian? 

Arin Satriani: 

“Sejak PT Pegadaian memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usaha bullion 

dan diterbitkannya PMK Nomor 51 Tahun 2025, setiap PT Pegadaian melakukan 

pembelian emas batangan dengan nilai di atas Rp10.000.000, maka PT Pegadaian 

wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian 

tidak termasuk PPN kepada lawan transaksi.” 

“Selain itu, sejak diterbitkannya PMK Nomor 52 Tahun 2025, setiap PT Pegadaian 

melakukan pembelian emas batangan, pihak lawan transaksi tidak diperkenankan 

memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN 

kepada PT Pegadaian. Hal tersebut dikarenakan LJK Bullion memperoleh 

pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam PMK 

Nomor 52 Tahun 2025.” 

3. Bagaimana perbedaan mekanisme pemungutan sebelum dan sesudah 

berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025? 

Arin Satriani: 

“Sebelum berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 

2025, Pegadaian mengacu pada PMK Nomor 48 Tahun 2023 dan PMK Nomor 81 

Tahun 2024. Pada saat Pegadaian melakukan pembelian emas batangan, 

Pegadaian dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% oleh lawan transaksi. Selain itu, 

Pegadaian juga wajib memungut PPh Pasal 22 kepada lawan transaksi sebesar 

1,5%.” 

“Dengan demikian, sebelum berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK 

Nomor 52 Tahun 2025 terdapat kondisi saling pungut antara Pegadaian dan lawan 

transaksi.” 

“Setelah berlakunya PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025, 

kondisi saling pungut tersebut tidak lagi terjadi. Berdasarkan PMK Nomor 51 

Tahun 2025, LJK Bullion tetap melakukan pemungutan PPh Pasal 22, namun 

tarifnya diturunkan menjadi 0,25%. Sementara itu, berdasarkan PMK Nomor 52 

Tahun 2025, LJK Bullion yang melakukan pembelian emas batangan tidak lagi 

dikenakan pemungutan oleh lawan transaksi.” 

4. Apakah implementasi pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas batangan 

pada PT Pegadaian telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku? 
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Arin Satriani: 

“Pegadaian selalu berupaya menyesuaikan dan mengimplementasikan setiap 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila terdapat perubahan atau pembaruan 

peraturan perpajakan, Pegadaian akan segera melakukan penyesuaian dan 

mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” 

5. Bagaimana pengendalian intern mendukung pelaksanaan pemungutan PPh 

Pasal 22 atas transaksi emas batangan? 

Niken Angraini: 

“Pengendalian intern yang dilakukan Pegadaian berupa pengawasan terhadap 

transaksi jual beli emas batangan melalui pemeriksaan invoice, pengecekan nilai 

transaksi, pengecekan dasar pengenaan pajak (DPP), serta pengecekan jumlah 

PPh yang harus dipungut.” 

6. Bagaimana sistem informasi perpajakan mendukung pelaksanaan pemungutan 

PPh Pasal 22? 

Niken Angraini: 

“Sistem informasi perpajakan cukup mendukung proses implementasi PPh Pasal 

22 bullion. Di Pegadaian digunakan aplikasi PJAP untuk penginputan transaksi 

perpajakan yang meliputi pembuatan bukti pungut, pembayaran pajak, dan 

pelaporan SPT.” 

7. Apakah terdapat upaya pencegahan terhadap pemecahan transaksi (transaction 

splitting) dalam transaksi emas batangan? 

Niken Angraini: 

“Terkait transaction splitting, di Pegadaian tidak terdapat praktik tersebut. Hal ini 

dikarenakan transaksi emas batangan yang dilakukan Pegadaian bukan bersifat 

ritel, sehingga transaksi penjualan maupun pembelian emas umumnya dilakukan 

dalam jumlah besar dan nilainya sudah pasti melebihi Rp10.000.000.” 

“Dalam praktiknya, terdapat pemisahan transaksi pada beberapa transaksi dengan 

volume emas yang sangat besar. Namun pemisahan tersebut dilakukan karena 

kebutuhan operasional dan administrasi transaksi, misalnya untuk memudahkan 

pengelolaan transaksi dalam jumlah besar, bukan sebagai upaya untuk 

menghindari pemungutan PPh Pasal 22 atau memanfaatkan batas nilai 

pengecualian pemungutan pajak.” 

8. Apakah terdapat kendala dalam implementasi pemungutan PPh Pasal 22 atas 

transaksi emas batangan? 

Niken Angraini: 

“Kendala yang dihadapi adalah proses penginputan transaksi bullion yang masih 

dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet. Dalam beberapa kondisi 

masih ditemukan kesalahan penginputan, seperti kesalahan DPP maupun NPWP. 

Oleh karena itu dilakukan proses cross-check secara berulang untuk meminimalkan 

kesalahan penginputan data.” 

9. Bagaimana dampak penerapan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 

52 Tahun 2025 di PT Pegadaian? 

Arin Satriani: 

“Penerapan PMK Nomor 51 Tahun 2025 menurunkan tarif pemungutan PPh Pasal 

22 dari 1,5% menjadi 0,25%. Hal tersebut membuat transaksi menjadi lebih 

menarik bagi vendor atau lawan transaksi karena jumlah pajak yang dipungut 

menjadi lebih kecil.” 
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“Dengan adanya perubahan tersebut, Pegadaian memiliki jangkauan lawan 

transaksi yang lebih luas, baik toko emas maupun perusahaan besar. Selain itu, 

PMK Nomor 52 Tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap arus kas 

Pegadaian karena Pegadaian tidak lagi dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 

sebesar 0,25% ketika melakukan pembelian emas batangan.” 

10. Apakah kebijakan terbaru membantu mengurangi potensi saling pungut dalam 

transaksi emas batangan? 

Arin Satriani: 

“Ya, kebijakan terbaru membantu mengurangi bahkan menghilangkan potensi 

saling pungut. Dengan berlakunya PMK Nomor 52 Tahun 2025, lawan transaksi 

tidak lagi diperbolehkan memungut PPh Pasal 22 kepada LJK Bullion sehingga 

saat ini pihak yang melakukan pemungutan hanya LJK Bullion.” 

11. Apakah terdapat evaluasi atau saran terkait implementasi pemungutan PPh 

Pasal 22 atas transaksi emas batangan? 

Arin Satriani: 

“Saat ini PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 sudah 

memberikan kejelasan terkait mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 pada kegiatan 

usaha bullion dan juga menghilangkan potensi saling pungut yang sebelumnya 

terjadi antara Pegadaian dan lawan transaksi.” 

“Untuk saat ini transaksi tabungan emas Pegadaian tidak terdampak oleh PMK 

Nomor 51 Tahun 2025 maupun PMK Nomor 52 Tahun 2025 karena transaksi jual 

beli emas dilakukan melalui Galeri 24 sebagai anak perusahaan Pegadaian. 

Pegadaian hanya memperoleh sharing fee dari transaksi tersebut sehingga 

ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 dalam kegiatan usaha bullion tidak berlaku 

pada transaksi tabungan emas.” 

“Namun apabila di masa mendatang transaksi tabungan emas dilakukan langsung 

oleh Pegadaian sebagai LJK Bullion, maka perlu diperhatikan ketentuan 

pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian kembali (buyback) emas dari 

nasabah. Apabila nilai transaksi melebihi Rp10.000.000, Pegadaian wajib 

melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,25%.” 

“Saran dari kami adalah agar terdapat kejelasan pengaturan terkait perlakuan 

pemungutan PPh Pasal 22 terhadap konsumen akhir apabila di masa mendatang 

transaksi tabungan emas dilakukan langsung oleh Pegadaian sebagai LJK Bullion. 

Hal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan 

administrasi perpajakan.” 

“Konsumen akhir yang dimaksud adalah pihak yang menggunakan atau 

memanfaatkan emas batangan secara langsung dan tidak bertujuan untuk 

melakukan kegiatan jual beli kembali atas emas tersebut.” 
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Lampiran 2 Surat Izin Penelitian 

 

  



63 

 

Politeknik Negeri Jakarta 
 

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari PT Pegadaian 
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Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Bersama Informan 
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Lampiran 5 Proses Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 22 pada Coretax 

1. Membuka menu eBupot BPU pada aplikasi Coretax dan memilih menu Belum 

Terbit. 

 

2. Membuat bukti potong baru dengan memilih tombol Create eBupot BPU. 

 

3. Mengisi informasi umum, meliputi masa pajak, identitas wajib pajak, dan data 

penerima penghasilan. 
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4. Mengisi data objek pajak, meliputi jenis pajak, kode objek pajak, DPP, tarif, 

dan jumlah PPh Pasal 22. 

 

5. Mengisi dokumen referensi, seperti jenis dokumen, nomor dokumen, tanggal 

dokumen, dan data pendukung transaksi. 

 

6. Menyimpan dan memvalidasi data bukti potong sebelum diterbitkan. 
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7. Menerbitkan bukti potong melalui menu Terbitkan setelah seluruh data 

dinyatakan valid. 

 

8. Memastikan bukti potong berhasil diterbitkan dengan mengecek status pada 

menu Telah Terbit. 
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Lampiran 6 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 

1. Bukti pemungutan transaksi jual sebelum adanya PMK terbaru 
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2. Bukti pemungutan transaksi beli sebelum adanya PMK terbaru 
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3. Bukti pemungutan transaksi jual setelah adanya PMK terbaru 
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4. Bukti pemungutan transaksi beli setelah adanya PMK terbaru 

 



73 

 

Politeknik Negeri Jakarta 
 

Lampiran 7 Lembar Bimbingan 
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